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NOMOR
MOU - 08/RRI-SngHK.O3.02/0112026

NOMOR

TENTANG
AJEMEN FUNGSI SUMBER

PENYEDIAAN SUMBER DAYA MANUSIA DAN MAN
DAYA MANUSIA (TENAGA KERJA OUTSOURCING)

Pada hari ini Jumat , tanggal Dua bulan Januari tahun Dua ribu dua puluh enam,

yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama - Nur Riska, S.E
- Ketua KPN Angkasa (penyedia barang/jasa)

Jabatan
Alamat - JI. Gajah Mada No.144 Singaraja

Selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA

. Nauval Sahupala, S.Sos.,M.M

2. Nama
Jabatan . Kepala LPP RRI Singaraja
Alamat - JI. Gajah Mada No.144 Singaraja

Selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA

Untuk selanjutnya PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama
disebut PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan sebagai berikut: ‘

| Bahwa PIHAK PERTAMA merupakan Koperasi Konsumen Pegawai Negeri
Angkasa yang berlokasi di Jin Gajah Mada No.144 Singaraja kecamatan

Buleleng Provinsi Bali yang memiliki kegiatan Usaha Skala Usaha Mikro Kecil



(UMK) dengan kegiatan usaha sesuai Klasifikasi Baku Lapangan Usaha

indonesia (KBLI) yaitu Unit Simpan Pinjam, perdagangan Enceran,
penyediaan Sumber Daya Manusia dan Manajemen Fungsl gumberdaya
an.

Manusia dan Aktifitas Perawatan dan Pemeliharaan Tam

gahwa PIHAK KEDUA adalah RRI Singaraja yand pernaung di pawah
Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, sebagai penyelenggar a
Kegiatan Penyiaran Radio dengan tugas dan fungsi yangd tercantum pada uu
Nomor 32 Tahun 2002 Tentang penyiaran, PP 11 Tahun 2005 Tentand

Lembaga Penyiaran Publik serta PP 12 Tahun 2005
Dengan memperhatikan Nomor ljin berusaha KPN Angkasa R
induk Berusaha 0811220037563 Tanggal 8 November 2022 Tentand Perizinan
Berusaha Berbasis Resiko maka PARA PIHAK sepakat dan setuju untuk bekerja
sama dalam rangka pemberian Jasa Outsoucing dengan ketentuan dan syarat

sebagaimana diatur dalam ketentuan berikut ini:

R| Singaraja Nomor

PELAKSANAAN KERJASAMA

ber Daya Manusia dan Manajemen
k 12 Orang kepada PIHAK KEDUA

anan Kebersihan dan Sopir

(1) PIHAK PERTAMA Menyediakan Sum
Fungsi Sumber Daya Manusia sebanya
dengan jenis Jasa yangd disediakan Keam

(2) PIHAK PERTAMA menyerahkan Operasional pengelolaan tenaga kerja
outsourcing untuk ditangani oleh PIHAK KEDUA, dimana PIHAK PERTAMA

Menyetujui kepada Mekanisme dan Prosedur kerja yangd ditetapkan oleh

PIHAK KEDUA
Kerja untuk PIHAK

(3) PIHAK PERTAMA melaksanakan pehgelolaan Tenaga
KEDUA dengan menyeleksi dan mengirikan karyawan kepada PIHAK KEDUA

perupa Karyawan yang Siap Kerja, Disiplis, ulet, Patuh terhadap aturan PIHAK

KEDUA

(4) Selama perada dilingkunga
Wajib mematuhi Peraturan

n PIHAK KEDUA, Tenaga Kerja PIHAK PERTAMA
yand perlaku di lingkungan PIHAK KEDUA

(5) Seluruh Tenaga Kerja yand disediakan oleh PIHAK PERTAMA wajib dan

bertanggung jawab menjada dan merawat segala peralatan dan perlengkapan
Kerja yand disediakan oleh PIHAK KEDUA

(6) Selama berada dilingkungan PIHAK KEDUA Tenaga Kerja PIHAK PERTAMA
Waijib menjaga kebersihan dilingkungan Kerja PIHAK KEDUA

(7) PIHAK KEDUA sebagai pengguna Jasa setuju untuk membayarkan upah 12

tenaga kerja kepada PIHAK PERTAMA setiap bulannya dan 1 kali THR
sebesar Rp.26.710.000,- (Dua puluh enam juta tujuh ratus sepuluh ribu rupiah)



(8) pIHAK KEDUA wajib melakukan Pembayaran kepada PIHAK PERTAMA
sesuai Jadwal yang telah ditentukan

) pIHAK KEDUA berhak untuk menyampaikan Teguran/Keluhan Tertulis kepada
pIHAK PERTAMA jika terdapat hal hal dimana kinerja Kualitas ataupun
Kuantitas Tenaga Kerja PIHAK PERTAMA kurang Baik dan PIHAK PERTAMA
wajib untuk segera menganti Tenaga Kerja yang dimaksud terkait Teguran
tersebut tanpa ada pungutan Biaya Tambahan atau lainnya

Perjanjian Kerjasama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) bermeterai cukup,

mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani dan dibubuhi cap
instansi PARA PIHAK.

Ditetapkan di Singaraja
Pada tanggal 2 Januari 2026
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